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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

IMenimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah

Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarann Pemerintahinn
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambuahan Lembaran Negura Republik Indonesis
Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tetitung Hail
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran  Negira
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 ‘Tahun 2009
tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Daecrah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010
tentang Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Dacrah Kota Magelang
Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kota Magelang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 3 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kota
Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor
17);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor
18);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011
Nomor 19);
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Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor i
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang Pada
Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2017
tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2017 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
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44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

47. Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 35
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;

48. Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota
Magelang Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

lenetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN v

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017.
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Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sem}xla berjum.lal?
Rp.920.504,078,000,- bertambah sejumlah Rp.172.286.700.000,- sehingga menjadi
P, 1.092.790.778.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 877.704.078.000,-

b. Bertambah Rp. 49,941.801.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 927.645.879.000,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 907.336.421.000,-

b. Bertambah Rp. 168.286.700.000,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.075.623.121.000,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (147.977.242.000,-)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

1) Semula Rp.  42.800.000.000,-

2) Bertambah Rp. 122.344.899.000,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 165.144.899.000,-
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 13.167.657.000,-

2) Bertambah Rp. 4.000.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 17.167.657.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 147.977.242.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubaha
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD;

2. Lampiran II  Rincian Penjabaran Perubahan APBD;
3. Lampiran Il  Daftar Perubahan Nama Penerima, Ala
, Hibah yang Diterima;

4. Lampiran IV Daftar Perubahan Nama Penerima, Al

Bantuan Sosial yang Diterima.

n Anggaran Pendapatan dan Belanja

mat dan Besaran Alokasi

amat dan Besaran Alokasi

Pasal 3

?Flaksanaan Penjabaran Perubahan APB
dituangkan lebih lanjut dalam d
Kerja perangkat daerah sesuai d

D yang ditetapkan dalam peraturan inij
okumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan
engan ketentuan perundang—undangan.

{
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Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tajfiggal 20 Oktober 2017 v

OTA MAGELANG,

iundangkan di Magelang
ada tanggal 20 Oktober 2017

SUGIHARTO

JERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 61
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Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundhngan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Mage ang.

Ditetapkan di Magelang
pada tapggal 20 Oktober 2017

TA MAGELANG,
xy

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARI¥ D}
KOTA M/ ANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 61
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